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ABSTRACT 

 

LEGAL PROTECTION OF ISSUANCE OF CERTIFICATES OF LAND 

RIGHTS WHICH ARE DEFECTIVE IN ADMINISTRATION (CASE 

STUDY OF SURAKARTA STATE COURT RULING NUMBER: 

149/PID.B/2023/PN. SKT) 

 

By: Alysia Delly Rasendria 

 
Registration of the transfer of land rights provides certainty regarding the status of 

land rights. This is in line with the aims and objectives of the UUPA to create legal certainty 

and protection for land rights holders. The government guarantees legal and strong legal 

protection and certainty for land rights holders through an order to register the transfer of 

land rights with the aim that if in the future there are disputes, conflicts and land cases, land 

rights holders can obtain legal protection. This is what happened in the criminal case of the 

Surakarta District Court Decision Number: 149/PID.B/2023/PN.SKT where the issuance 

of a land title certificate which contained administrative defects was a result of the criminal 

act of inserting false information into an authentic SKTLK deed which had occurred in the 

City Surakarta. This case causes land rights holders to lose their rights so they need to be 

given legal protection. This research aims to review legal protection for parties who suffer 

losses due to the issuance of administratively defective land title certificates due to the 

criminal act of forgery of authentic deeds in the form of SKTLK. 

Researchers use normative-empirical legal research methods with two approaches. 

The case approach is implemented to observe a case that occurred at a certain place and 

time by searching for contextual material regarding the background of the case by 

integrating material from information sources to obtain detailed case illustrations. The 

statute approach is used to examine all statutory regulations relevant to the case that 

occurred, which are listed in UUPA, PP Number 24 of 1997, PP Number 18 of 2021 and 

Minister of ATR/BPN Regulation Number 21 of 2020. 

Based on the research results, the legal protection that can be provided by the 

Surakarta City Land Office to parties who suffer losses due to the issuance of certificates 

that indicate administrative defects based on Surakarta District Court Decision Number: 

149/PID.B/2023/PN SKT is by not doing anything about it. the certificate and make it 

(status quo) as long as there is no PTUN decision ordering the Surakarta City Land Office 

to cancel the rights to the certificate. The legal protection provided by the Prosecutor's 

Office and the Surakarta District Court is to try from the criminal aspect, namely punishing 

the defendant in accordance with Article 266 paragraph (1) of the Criminal Code and 

charging the defendant a case fee of IDR 5,000 (five thousand rupiah). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Fenomena sengketa, konflik, dan perkara pertanahan yang marak 

terjadi di masyarakat merupakan himpunan dari konflik kepentingan antara 

para pemegang hak atas baik itu perseorangan, badan hukum, maupun 

pemerintah yang pada akhirnya akumulasi konflik berujung ke lembaga 

peradilan jikalau permufakatan melalui mediasi tidak tercapai (Sarjita, 

2005). Sengketa tanah tidak lepas dari permasalahan berkaitan dengan 

pendaftaran hak atas tanah yang pada realisasinya belum berjalan mulus. 

Berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional Direktorat Jenderal Penanganan 

Sengketa dan Konflik Pertanahan, dari 51 juta bidang tanah terdaftar, 

terdapat 0,015% tanah yang bermasalah, diantaranya 3.290 perkara 

pertanahan dan 60 kasus pertanahan. Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 

tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) 

menjelaskan bahwa Pendaftaran tanah merupakan rangkaian kegiatan 

pengukuran, pemetaan, pembukuan pendaftaran dan peralihan hak-hak 

melalui pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

bukti kuat yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum yang bersifat 

recht kadaster (Masriani, 2022). 

Pendaftaran tanah terbagi menjadi dua, yaitu pendaftaran pertama 

kali (initial registration) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah 

(maintenance) (Nurasa & Mujiburohman, 2020). Pemeliharaan data 

pendaftaran tanah berupa peralihan hak atas tanah yang merupakan proses 

bergantinya hak atas tanah dari pemegang hak sebelumnya terhadap 

pemegang hak selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Peralihan Hak Atas Tanah (HAT) terjadi melalui dua hal yaitu 

beralih dan dialihkan. Beralih terjadi karena perpindahan hak atas tanah 

tanpa adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak. 

Perpindahan hak atas tanah melalui adanya perbuatan hukum yang 
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dilakukan oleh pemegang hak terjadi karena dialihkan, contohnya jual beli 

(Shofa, 2016). Terjadinya transaksi jual beli dikatakan sah secara formil dan 

telah beralih kepada pihak yang lain menurut Pasal 37 Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah apabila telah dibuat 

Akta Jual Beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

(Prasetyo, 2021). 

Pendaftaran peralihan hak atas tanah menghadirkan ketegasan 

mengenai status hak atas tanah. Hal ini selaras dengan maksud dan tujuan 

UUPA untuk mewujudkan kepastian dan perlindungan hukum terhadap 

pemegang hak atas tanah (Khasanah & Alfons, 2021). Pemerintah 

menjamin perlindungan dan kepastian hukum yang sah dan kuat bagi 

pemegang hak atas tanah melalui perintah pendaftaran peralihan hak atas 

tanah supaya pemegang hak atas tanah senantiasa merasa aman dari 

sengketa dan konflik karena mendapat perlindungan hukum. Di samping 

itu, seseorang dapat menguasai tanahnya sebab diberikan kewenangan atas 

sertipikat tersebut (Yuliana, 2023). 

Kekeliruan dari proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dapat 

timbul baik dari instansi pertanahan maupun pemegang hak atas tanah itu 

sendiri. Apabila pendaftaran peralihan hak atas tanah tidak dilaksanakan 

sesuai peraturan tersebut, maka dapat menimbulkan permasalahan 

dikemudian hari yang berkaitan dengan kepastian hukum mengenai 

kepemilikan hak atas tanah dan tata cara pendaftaran tanah di Indonesia. 

Salah satu permasalahan yang dapat terjadi yaitu, terbitnya sertipikat hak 

atas tanah yang cacat administrasi. Kriteria cacat administrasi diatur dalam 

Pasal 64 PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas 

Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang meliputi cacat 

substansi, cacat yuridis, cacat prosedur, dan/atau cacat kewenangan. Cacat 

administrasi yuridis dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum, 

tindak pidana pertanahan baik berupa penipuan, paksaan, maupun 

pemalsuan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam 

proses pendaftaran peralihan hak atas tanah.  
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Tindak pidana pertanahan atau modus operandi tindak pidana yang 

dilakukan oleh mafia tanah dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Nomor: 

01/Juknis/D.VII/2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Mafia Tanah 

pada Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, salah satunya 

melakukan permohonan penerbitan sertipikat menggunakan dokumen yang 

terdapat unsur pemalsuan baik berupa akta otentik maupun segala surat 

keterangan yang diterima oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan 

Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Modus lainnya yaitu membuat 

permohonan penerbitan sertipikat pengganti karena hilang, akan tetapi 

sertipikat tersebut masih ada dan berada di tangan pemilik atau orang lain 

dengan itikad baik, sehingga mengakibatkan munculnya sertipikat ganda 

pada bidang yang sama (Alfons dkk., 2021). 

Jenis tindak pidana pemalsuan yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah memberikan keterangan palsu ke dalam pembuatan akta otentik. 

Akta otentik yang dimaksud adalah Surat Keterangan Tanda Lapor 

Kehilangan (SKTLK) yang diterbitkan oleh kepolisian untuk memberikan 

keterangan bahwa seseorang telah kehilangan benda berharga miliknya, 

dalam hal ini yaitu sertipikat hak atas tanah. Pentingnya SKTLK yaitu 

sebagai dokumen otentik yang menjadi dasar untuk menerbitkan sertipikat 

pengganti karena kehilangan. Tanpa SKTLK, Kantor Pertanahan tidak 

dapat menerbitkan sertipikat hak atas tanah pengganti karena tidak sesuai 

prosedur. Merupakan akta otentik, maka SKTLK mempunyai kekuatan 

pembuktian yang kuat, namun dewasa ini, banyak yang menyalah 

gunakannya untuk kepentingan pribadi (Syahruddin, 2017). 

Penerbitan pengganti karena hilang yang terdapat cacat administrasi 

akibat tindak pidana memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik 

SKTLK telah terjadi di Kota Surakarta. Hal ini dibuktikan oleh Putusan 

Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 149/PID.B/2023/PN.SKT. 

Permasalahan ini menyebabkan pemegang hak atas tanah kehilangan 

haknya sehingga perlu diberikan perlindungan hukum terhadapnya. Akan 

tetapi, perlindungan hukum tidak dapat diberikan begitu saja, perlu 
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dilakukan kajian lebih lanjut terhadap pihak-pihak mana yang harus 

mendapat perlindungan hukum. Berdasarkan uraian di atas, Peneliti tertarik 

melakukan penelitian ini untuk meninjau bagaimana perlindungan hukum 

bagi pihak – pihak yang dirugikan akibat penerbitan sertipikat hak atas tanah 

yang cacat administrasi akibat tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa 

SKTLK. Oleh sebab itu, Peneliti akan menuangkan gagasan dalam judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Akibat Penerbitan Sertipikat 

Yang Cacat Administrasi (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarta Nomor: 149/PID.B/2023/PN.SKT”. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk memperjelas inti permasalahan pada penelitian ini, Peneliti 

merumuskan beberapa pertanyaan:  

1. Bagaimana urgensi pendaftaran peralihan hak atas tanah sebagai 

jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah? 

2. Bagaimana perlindungan hukum akibat penerbitan sertipikat hak atas 

tanah yang cacat administrasi? 

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum akibat penerbitan sertipikat hak atas 

tanah yang cacat administrasi? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis urgensi pendaftaran peralihan hak atas tanah 

sebagai jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah. 

2. Untuk menganalisis perlindungan hukum akibat penerbitan sertipikat 

hak atas tanah yang cacat administrasi. 

3. Untuk menganalisis upaya yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan 

untuk mendapatkan perlindungan hukum akibat penerbitan sertipikat 

yang cacat administrasi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

dan pengalaman Peneliti di bidang sengketa, konflik, dan perkara 

pertanahan khususnya terkait perlindungan hukum terhadap pihak-
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pihak yang dirugikan akibat penerbitan sertipikat hak atas tanah yang 

cacat administrasi. 

2. Manfaat Praktis, penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau referensi 

dalam penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara pertanahan terkait 

perlindungan hukum terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat 

penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacat administrasi. 

3. Manfaat Umum, penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan 

wawasan kepada masyarakat terkait perlindungan hukum yang dapat 

diupayakan dalam penerbitan sertipikat hak atas tanah yang cacat 

administrasi. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

1. Pentingnya melakukan pendaftaran peralihan hak atas tanah untuk 

mewujudkan jaminan kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah 

telah diatur dalam Pasal 4 PP Nomor 24 Tahun 1997. Hal ini menjadi 

penting sebab jaminan kepastian hukum erat kaitanya dengan 

perlindungan hukum. Seorang pemegang hak atas tanah, jika 

dikemudian hari terjadi sengketa, konflik, maupun perkara yang 

menyangkut tanahnya perlu mendapat perlindungan hukum yang bisa 

diberikan ketika telah mendapatkan jaminan kepastian hukum dalam 

hal ini yaitu pendaftaran peralihan hak atas tanah. 

2. Perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan 

Kota Surakarta terhadap pihak-pihak yang dirugikan akibat penerbitan 

sertipikat yang cacat administrasi berdasarkan Putusan Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor: 149/PID.B/2023/PN SKT dengan tidak 

melakukan apapun terhadap sertipikat tersebut dan menjadikan nya 

(status quo) selama belum ada putusan PTUN yang memerintahkan 

Kantor Pertanahan Kota Surakarta untuk melakukan pembatalan hak 

pada sertipikat tersebut, karena Kantor Pertanahan tidak bisa 

melaksanakan pembatalan sertipikat hanya atas dasar putusan pidana. 

Perlindungan hukum yang diberikan oleh Kejaksaan dan Pengadilan 

Negeri Surakarta adalah dengan mengadili dari aspek pidananya yaitu 

menghukum terdakwa sesuai dengan Pasal 266 ayat (1) KUHP dan 

membebankan biaya perkara kepada terdakwa senilai Rp5000,- (lima 

ribu rupiah). 

3. Pihak yang dirugikan juga tidak serta merta akan mendapat 

perlindungan hukum, hal ini dilihat dari bagaimana pihak yang 

bersangkutan dalam mematuhi suatu regulasi, perlindungan hukum ada 

yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif 

seperti yang tertera dalam Pasal 4 PP 24 Tahun 1997 tentang 
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Pendaftaran Tanah, dimana pemegang hak atas tanah diperintahkan 

untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanah di Kantor Pertanahan 

Kabupaten/Kota bergerak di bawah Kementerian ATR/BPN, setelah itu 

ada jaminan seorang pemegang hak atas tanah mendapat perlindungan 

hukum represif ketika suatu saat terjadi sengketa, konflik, ataupun 

perkara terkait bidang tanahnya. Disamping perlindungan hukum yang 

dapat diberikan oleh aparatur pemerintah, pihak yang dirugikan akibat 

penerbitan sertipikat yang cacat administrasi akibat adanya tindak 

pidana juga dapat menempuh beberapa upaya untuk memperoleh 

kembali haknya, yaitu dengan cara melayangkan gugatan perdata 

kepada pelaku sebagai dasar untuk mengajukan permohonan 

pembatalan atas penerbitan sertipikat yang terindikasi cacat yuridis 

kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang kemudian 

dilakukan mekanisme pembatalan oleh Kantor Pertanahan. 

B. SARAN 

1. Jual beli tanah di bawah tangan secara perdata sudah memenuhi syarat 

sah, tetapi alangkah baiknya bagi masyarakat selaku pemegang hak atas 

tanah untuk melakukan transaksi jual beli tanah secara notariil dan lekas 

mendaftarkan peralihan hak atas tanah pada Kantor Pertanahan dan 

diharapkan pemegang hak atas tanah, Kantor Pertanahan, PPAT, dan 

pihak-pihak lain yang terkait perlu kooperatif dalam proses tersebut. Hal 

ini dilakukan untuk meraih jaminan kepastian hukum kepemilikan hak 

atas tanah guna meminimalisir risiko kehilangan hak atas tanah bagi para 

pemegang hak, disamping itu para mafia tanah juga tidak memiliki celah 

untuk merebut hak atas tanah orang lain. Apabila suatu saat terjadi 

sengketa atau konflik atas bidang tanah yang dimiliki, para pemegang 

hak atas tanah memiliki bukti otentik dan konkrit karena telah tercatat 

secara resmi di Kantor Pertanahan.  

2. Sebaiknya Kantor Pertanahan dapat mengambil kebijakan untuk 

melakukan pembatalan sertipikat atas dasar Putusan Pengadilan Negeri 

Surakarata Nomor 149/PID.B/2023/PN SKT sebagai bentuk 
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perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat penerbitan 

sertipikat yang cacat administrasi. Jelas tertera dalam Pasal 29 Permen 

ATR/BPN 21 Tahun 2020, dikatakan bahwa Kantor Pertanahan 

berwenang untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah atas alasan cacat 

administrasi dan mlaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap. Pasal 35 huruf (o) menjabarkan bahwa pembatalan 

sertipikat hak atas tanah karena cacat administrasi dapat dilakukan 

apabila terdapat putusan pengadilan pidana berkekuatan hukum tetap 

yang membuktikan adanya tindak pidana pemalsuan, penipuan, 

penggelapan dan/atau perbuatan pidana lainnya dalam proses penerbitan 

sertipikat. 
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